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ABSTRAK 

 

Gita Nurhidayanti (2024) :  Pengelolaan  Dan Pemiliharaan Hutan  Kota  Di 

    Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan 

    Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 

    2023 

 

 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Dan Pemiliharaan Hutan Kota. Permasalan dalam 

Penelitian ini adalah tidak terawatnya Hutan Kota tersebut mengakibatkan 

banyaknya tumpukan sampah pengunjung berserakan yang tidak pernah di 

bersihkan sehingga menyebarkan aroma bau tak sedap dan fasilitas umum yg 

disediakan banyak yang rusak tidak dapat di fungsikan dengan baik. Rumus 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan dan Pemeliharaan 

Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 serta 

Apa yang menjadi Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota di 

Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan penelitian ini 

adalah Untuk mengetahui Pengelolaan, Pemeliharaan dan Hambatan  Hutan Kota 

di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode 

pendekatan antarpologi hukum dan sifat penelitian adalah yuridis empiris. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi 

dokumen. 

Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan dan 

Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 

4 Tahun 2023, yang mencakup kegiatan inventarisasi, rehabilitasi, dan 

pemeliharaan rutin. Namun, efektivitas pelaksanaan sering terhambat oleh 

keterbatasan anggaran dan prosedur internal yang rumit, Selain itu, koordinasi 

antar instansi dan dengan masyarakat juga menjadi tantangan signifikan. 

 

 Kata Kunci: Pengelolaan Dan Pemiliharaan, Hutan Kota. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata tuhan, Prove Them Wrong”. 

“Selalu ada harga dalam proses, Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi sabar 

itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau 

impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang 

itu yang nanti akan bisa kau ceritkan”. 

 

PERSEMBAHAN 

“Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar 

persembahan. Dengan mengucap syukur atas Rahmat Allah Swt, skripsi ini saya 

persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua tercinta, adikku, sahabat 

dekat, dan teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi 

ini" 
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telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Lingkungan kota berkembang secara ekonomis, namun menurun 

secara ekologis. Perkembangan kota di Indonesia dewasa ini cenderung ke 

arah perkembangan fisik yang lebih banyak ditentukan oleh banyaknya 

sarana dan prasarana yang ada. Akibatnya, ruang terbuka hijau terabaikan, 

bahkan kondisi tersebut sungguh memprihatinkan. Situasi yang sangat 

terasa perubahan akibat terjadinya pencemaran udara tersebut adalah 

terjadinya perubahan suhu, menurunnya. permukaan air tanah dan 

permukaan tanah. Kondisi menurunnya akan menyebabkan terganggunya 

ekosistem perkotaan.
1
  

Seiring dengan meningkatnya lingkungan fisik kritis perkotaan, 

semakin banyak bermunculan fenomena masalah lingkungan di perkotaan 

seperti Sampah berserakan dimana-mana dan tingkat polusi yang semakin 

meningkat, hilangnya ruang terbuka hijau yang diikuti hilangnya berbagai 

habitat keanekaragaman flora dan fauna, hilang atau rusak dan 

menurunnya fungsi resapan air, pemandangan alami serta berbagai macam 

masalah sosial. Untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup dan 

merevitalisasi ekosistem di perkotaan dengan mengelola Ruang Terbuka 

Hijau (RTH), Menurut Inmendagri Nomor. 14 Tahun 1988 RTH yaitu 

                                                           
1
 Eva Siti Sundari”, Studi Untuk Menentukan Fungsi Hutan Kota Dalam Masalah 

Lingkungan perkotaan, 2005, h . 68–83. 
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taman kota, lapangan O.R, kawasan hutan kota, jalur hijau kota, 

perkuburan, perkarangan, dan RTH produktif.
2
 

Hutan kota merupakan salah satu bentuk pelestarian alam yang 

memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

Hutan kota suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang 

kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara 

maupun tanah milik yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam 

hal pengaturan tata air, udara, habitat flora dan fauna yang memiliki nilai 

estetika dan dengan luas yang solid yang merupakan ruang terbuka hijau 

pohon-pohonan, serta areal tersebut ditetapkan oleh pejabat berwenang 

sebagai hutan kota. 

Perlu ditumbuhkan persepsi yang sama tentang hutan kota, baik 

dari para perancang, pengambil kebijakan dan masyarakat sehingga 

mereka yang mendapat manfaat dari hutan kota itu mempunyai motivasi 

dan inisiatif untuk mengelolan dan memeliharanya. Agar lebih 

memasyarakatkan fungsi dan peranan hutan kota untuk penanggulangan 

masalah lingkungan, perlu penyebarluasan dan publikasi tentang hutan 

kota baik oleh instansi pemerintah maupun swasta sehingga setiap lapisana 

masyarakat siap untuk melaksanakan pembangunan hutan kota. 

Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun 

sumber daya lainn ya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk 

                                                           
2
 Tien Wahyuni and Ismayadi Samsoedin, “Kajian Aplikasi Kebijakan Hutan Kota Di 

Kalimantan Timur,” Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 9, no. 3 (2012): h. 219–39. 
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mencapai suatu tujuan tertentu.
3
 Pengelolaan ruang di perkotaan 

cenderung mengalami tantangan yang cukup berat. Sementara di sisi lain, 

daya dukung lingkungan dan sosial udara, menurunkan suhu mikro dan 

mengurangi kebisingan. Karena perannya yang cukup penting dalam 

menyangga kehidupan, hutan kota merupakan salah satu fasilitas publik 

yang wajib dimiliki setiap kota. 

Pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota di Kabupaten Rokan 

Hulu oleh Dinas Lingkungan Hidup didasari oleh urgensi pelestarian 

lingkungan hidup di tengah perkembangan perkotaan yang pesat. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 

2023, hutan kota memiliki peran vital dalam menjaga kualitas udara, 

menyediakan ruang terbuka hijau, dan mendukung ekosistem perkotaan. 

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab dalam menjalankan 

regulasi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. 

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 

Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota, dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 

mengatakan bahwa: (1) Pemeliharaan Hutan Kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 Huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan 

mengoptimalkan fungsi dan manfaat Hutan Kota. (2) Pemeliharaan Hutan 

Kota dilakukan melalui upaya sebagai berikut 

a. Melalui optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman 

b. Peningkatan kualitas tempat tumbuh  

                                                           
 

3
 Samsoedin, I, E. Subandiono. 2007. Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota. 

 Padang: Makalah Utama  Pada Ekspose Hasil-hasil Penelitian Konservasi dan Rehabilitasi 

Sumberdaya Hutan.  
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c. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung.
4
  

Regulasi tersebut memberikan dasar hukum dan pedoman yang 

mengatur pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota di Kabupaten Rokan 

Hulu. Hutan kota kabupaten rokan hulu menjadi salah satu objek wisata 

domestik Pasca di resmikan Bupati Riau H. Syamsuar, pada Desember 

2019 lalu dengan luas 7,3 Ha selesai dibangun pada tahun 2018 menelan 

biaya mencapai Rp. 4.38 milyar dengan menggunakan APBD Rohul dan 

baru dibuka untuk umum. Disediakan berbagai fasilitas umum untuk 

pengunjung wisata hutan kota. Suparno Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

mengatakan untuk pengelolaaan dan pemiliharaan hutan kota menjadi 

tanggung jawab dinas lingkungan hidup, sementara itu Rahmad sebagai 

pengunjung Hutan Kota Pasir Pangaraian mengaku kecewa melihat 

kondisi hutan kota yang jorok dan tidak terawat Pengelolaan dan 

Pemiliharaannya. menurutnya, Hutan Kota berfungsi selain menjadi 

(RTH) juga dapat di fungsikan sebagai ruang edukasi dan wisata keluarga 

namun harus tertata dengan baik bukan dibiarkan tanpa perawatan. Selain 

sampah rahmad juga menyayangkan sejumlah fasilitas umum yang rusak 

akibat kurangnya perhatian dari dinas terkait.
5 

Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan akan 

tercapai apabila dilakukan perubahan kebijakan yang juga 

memperhitungkan manfaat keberadaan sumberdaya alam termasuk 

                                                           
4
 Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023, PSL. 39 

ayat (1) dan ayat (2). 
5
 https://www.kupaskasus.com/read-509-12774-2021-07-15-kebersihan-hutan-kota-

rohul-bagai-terabaikan-tumpukan-sampah-bau-dan--busuk-penuhi-titik-jalan.  Diakses pada 10 

Desember 2023. 
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sumberdaya genetik pohon- pohonan dan jasa lingkungan khususnya 

ekosistem perkotaan. Pengelolaan dan Pemeliharaan hutan kota merupakan 

hal yang penting untuk dilakukan agar hutan kota dapat berfungsi secara 

optimal.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk 

meneliti dalam bentuk skripsi dengan berjudul : “PENGELOLAAN DAN 

PEMILIHARAAN HUTAN KOTA DI KABUPATEN ROKAN HULU 

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN 

HULU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN HUTAN KOTA ”. 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah  lebih memfokuskan kajian yang akan 

dilaksanakan sehingga penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat 

dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan 

Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Hutan Kota. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten 

Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan 
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Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Hutan Kota? 

2. Apa Hambatan Dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota di 

Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota di 

Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 

Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota. 

b. Untuk mengetahui Apa Hambatan Dalam Pengelolaan dan 

Pemeliharaan Hutan Kota di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas 

Lingkungan Hidup.  

2. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat 

penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian 

lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa 

atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang 

sama. 
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b. Manfaat Praktis 

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Syariáh dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Hutan Kota 

1. Pengertian Hutan Kota 

Hutan kota merupakan ruang terbuka yang ditumbuhi tanaman 

berkayu di wilayah perkotaan. Hutan kota memberikan manfaat 

lingkungan sebesar-besarnya kepada penduduk perkotaan, dalam 

kegunaan-kegunaan proteksi, estetika, rekreasi dan kegunaan khusus 

lainnya. Berdasarkan PP. Nomor.63 Tahun 2002 (pasal 2) tentang hutan 

kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang 

kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara 

maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang 

berwenang.
6
 

Sedangkan menurut Irwan mengemukakan bahwa hutan kota 

adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosianya yang tumbuh 

dilahan kota atau sekitar kota baik berbentuk jalur menyebar atau 

bergerombol (menumpuk) dengan struktur meniru (menyerupai) hutan 

alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan 

menimbulkan lingkungan sehat, nyaman, dan estetis.
7
 

Berdasarkan PP Nomor.63 tahun 2002 tentang Hutan Kota letak 

kawasan atau areal, hutan kota dapat dibagi menjadi lima kelas yaitu : 

                                                           
6
 Indonesia, Pearaturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 63 Tahun 2002, PSL. 

1ayat (2). 
7
 Endes N Dahlan, Hutan Kota Untuk Pengellan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan 

Hidup, (Jakarta: APHI Jakarta, 1992), h. 29. 
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a. Hutan Kota Pemukiman, yaitu pembangunan hutan kota yang 

bertujuan untuk membantu menciptakan lingkungan yang nyaman 

dan menambah keindahan dan dapat menangkal pengaruh polusi 

kota terutama polusi udara yang diakibatkan oleh adanya 

kendaraan bermotor yang terus meningkat dan lain sebagainya di 

wilayah pemukiman.Hutan Kota Industri, berperan sebagai 

penangkal polutan yang berasal dari limbah yang dihasilkan oleh 

kegiatan-kegiatan perindustrian, antara lain limbah padat, cair, 

maupun gas. 

b. Hutan Kota Wisata/Rekreasi, berperan sebagai sarana untuk 

memenuhi kebutuhan rekreasi bagi masyarakat kota yang 

dilengkapi dengan sarana bermain untuk anak-anak atau remaja, 

tempat peristirahatan, perlindungan dari polutan berupa gas, debu 

dan udara, serta merupakan tempat produksi oksigen. 

c. Hutan Kota Konservasi (Pelestarian Plasma Nutfah), hutan kota ini 

mengandung arti penting untuk mencegah kerusakan, memberi 

perlindungan serta pelestarian terhadap objek tertentu, baik flora 

maupun faunanya di alam. 

d. Tipe Hutan Kota Pusat Kegiatan, hutan kota ini berperan untuk 

meningkatkan kenyamanan, keindahan, dan produksi oksigen di 

pusat-pusat kegiatan seperti pasar, terminal, perkantoran,pertokoan 

dan lain sebagainya. Di samping itu hutan kota juga berperan 

sebagai jalur hijau di pinggir jalan yang berlalu lintas padat. 
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Luas hutan kota umumnya ditentukan berdasarkan kondisi wilayah 

administrasi. Berdasarkan PP Nomor.63 tahun 2002 bahwa luas dan 

persentase hutan kota adalah merupakan suatu hamparan yang kompak 

paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus). 

2. Fungsi Hutan Kota  

Menurut Berry, D. fungsi hutan kota dapat dikelompokkan menjadi 

tiga fungsi berikut:
8
 

a. Fungi lengkap 

1) Fungsi fisik, antara lain vegetasi sebagai unsur struktural berfungsi 

untuk perlindungan terhadap kondisi fisik alami sekitarnya seperti 

angin, sinar matahari, pemandangan yang kurang bagus dan 

terhadap bau, penggunaan dalam unsur struktur ini ditentukan oleh 

ukuran dan dalam bentuk kerapatan vegetasi. 

2)  Fungsi sosial, penataan vegetasi dalam butan kota yang baik akan 

memberikan tempat interaksi sosial yang sangat produktif. Hutan 

kota dengan aneka vegetasinya mengandung nilai-nilai ilmiah yang 

dapat menjadi laboratorium hidup untuk sarana pendidikan dan 

penelitian 

3) Fungsi kesehatan (bygear), misalnya untuk terapi mata dan mental 

serta fungsi rekreasi, olah raga, dan sebagai tempat interaksi sosial  

lainnya. 

 

                                                           
8
 Bungin Burhan,  Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: 2010), h. 107-108 
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b. Fungsi pelestarian lingkungan (ekologi) 

1)  Menyegarkan udara atau sebagai "paru-paru kota". menyegarkan 

udara Fungsi dengan mengambil karbon dioksida dalam proses 

fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan bagi 

makluk hidup untuk pernapasan.  

2)  Menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembaban 

Kelembaban udara berhubungan dengan keseimbangan energi dan 

merupakan ukuran banyaknya energi radiasi berupa parnas later 

yang dipakai untuk menguapkan air yang terdapat dipermukaan 

yang menerima radiasi. 

3) Sebagai ruang hidup satwa. Vegetasi atau tumbuhan selain sebagai 

produsen pertama dalam ekosistem juga dapat menciptakan ruang 

hidup (habitat) bagi mahkluk hidup lainnya, contohnya burung, 

Burung sebagai komponen ekosistem mempunyai peranan penting, 

diantaranya adalah mengontrol populasi serangga, membantu 

penyerbukan bunga dan penyebaran biji yang dapat membantu 

proses regenerasi hutan. 

4) Penyanggah dan perlindungan permukaan tanah dari erosi. Fungsi 

hutan kota lainnya adalah sebagai penyangga dan pelindung 

permukaan tanah dari air hujan dan angin untuk penyediaan air 

tanah dan pencegahan erosi polusi. 

5) Pengendalian dan mengurangi udara dan limbah untuk 

mengendalikan atau mengurangi polusi udara, limbah, dan 
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menyaring debu. 

6) Peredam kebisingan. Kebisingan adalah suara yang berlebihan, 

tidak diinginkan dan sering disebut "polusi tak terlihat yang 

menyebabkan efek fisik dan psikologi. Efek fisik berhubungan 

dengan transmisi gelombang suara melalui udara, efek psikologis 

berhubungan dengan respons manusia terhadap suara. 

c. Fungsi estetika 

Karakteristik visual atau estetika erat kaitannya dengan rekreasi. 

Ukuran, bentuk, warna dan tekstur serta unsur komposisi dan 

hubungannya dengan lingkungan sekitarnya merupakan faktor yang 

mempengaruhi kualitas estetika. Suatu penataan vegetasi dapat berfungsi 

dengan baik misalnya sebagai bentuk ruang, pengendalian suhu 

memperbaiki kondisi tanah.
9
 

B. Tinjaun Umum Tentang Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Lingkungan Hidup 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dalam 

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah 

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan peri kehidupan.
10

 

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup 

                                                           
9
  Rizki Alfian dan Hendra Kurniawan,’’ Identifikasi Bentuk Struktur dan Peranan Hutan 

Kota’’,  Buana Sains, Vol ,10 No.2, h 198. 
10

  Djanius Djamin, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: 

Suatu Analisis Sosial, Yayasan Obor Indonesia, (Jakarta, 2007), h. 8. 
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adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya 

manusia dan tingkah-perbuatanya, yang terdapat dalam ruang di mana 

manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahtraaan 

manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.
11

 

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai 

ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup 

dan tak hidup didalamnya.
12

 Lingkungan hidup pada prinsipnya 

merupakan suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang lainnya 

sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur 

ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi iniItulah sebab lingkungan 

hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan 

hidup yang sangat menentukan. 
13

 Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa 

lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena 

lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi 

manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa. lingkungan 

hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan 

bukan sebagai subyek"
14

 

2. Macam-macam Lingkungan Hidup 

Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan 

sumber-suimber daya alam berupa tanah, air dan udara. Jenis lingkungan 

                                                           
11

 Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Gajahmada Press, 

Yogyakarta: 2005), h. 285. 
12

 Munadjat Danusaputro, 1998, Hukum Lingkungan Buku 1: Umum, Binacipta, Bandung, 

h. 67. 
13

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta, UI Pres, 2010), h. 125. 
14

 Suparto Wijoyo, Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya. (Jakarta, Surya Kencana, 

1998), h. 3. 
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hidup dan pemanfaatannya dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Tanah 

Bumi ini terdiri atas beberapa lapisan tanah dan batuan. Tanah 

dipermukaan bumi dimanfaatkan untuk bercocok tanam karena 

mengandung banyak humus. Tanah liat digunakan untuk membuat 

tembikar dan batu bata. Pada lapisan tanah yang lebih dalam, dapat 

ditemukan berbagai bahan mineral. Bahan mineral tersebut terdiri atas 

bahan logam. Mineral logam contohnya nikel, besi, tembaga, aluminium, 

timah, emas, dan perak. Bahan tersebut digunakan untuk membuat 

berbagai alat ddapur, kabel listrik, perkakas,alat bengkel, dan perhiasan. 

Sumber daya alam dalam lapisan tanah ada yang dimanfaatkan 

sebagai bahan bakar. Contohnya, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. 

Sumber daya alam ini terbentuk dari hewan atau tumbuhan yang telah 

terkubur dalam lapisan tanah jutaan tahun lalu. Batu bara dimanfatkan 

sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, kompor arang dan tungku 

peleburan logam. Minyak bumi mentah diolah menjadi premium, premiks, 

solar, minyak tanah, aspal, gas elpiji(LPG), dan pelastik. Gas alam dapat 

diolah menjadi gas alam cair yang digunakan sebagai bahan bakar 

diberbagai industri.
15

 

b. Udara 

Udara adalah suatu elemen yang sangat penting dalam kehidupan 

di muka bumi ini. Tanpa udara, manusia dan hewan tidak dapat bernafas, 

                                                           
15

 Arif Zulkifli, Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), h. 72. 
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dan pertumbuhanpun tidak dapat melakukan fotosintesis. Pentingnya suatu 

udara bagi kehidupan di muka bumi ini membuat kita harus tetap 

menjaganya agar udara tidak tercemar. Pencemaran udara bisa saja 

berdampak pada kelangsungan hidup kita tanpa kita sadari, oleh karena itu 

terjaga dan tetap lestari. 

c. Air  

Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, ketergantungan 

manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup 

sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan 

sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti 

menangkap ikan, membudidayakan ikan, lain-lain.
16

 

3. Jenis-jenis Lingkungan Hidup 

a. Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari 

gaya. kosmik dan fisiogeografis seperti tanahudara, laut, radiasi, gaya 

tarik, ombak dan sebagainya. 

b. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat 

biotis. berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan-

tumbuhanTermasuk juga. disini, lingkungan prenatal dan proses-proses 

biologi seperti reproduksi pertumbuhan dan sebagainya. 

c. Lingkungan sosialIni dapat dibagi dalam tiga bagian: 

1) Lingkungan fisiososial yaitu yang meliputi kebudayaan materiil 

peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.  

                                                           
16

  Sukanda Husin, Penegakan Hukum lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), h. 62. 
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2) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia 

dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan 

domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal 

dari sumber organik. 

3) Lingkungan psikososial yaitu yang berhubungan dengan tabiat 

batin manusia seperti sikap, pandagan, keinginan, keyakinan. Hal 

ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-

lain. 

4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara 

institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang 

terdapat didaerah kota atau desa. 

C.  Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Hutan Kota 

Dalam rangka menjaga keberlangsungan lingkungan hidup di 

Kabupaten Rokan Hulu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

pedoman pengelolaan hutan menjadi landasan penting dalam upaya 

pelestarian sumber daya alam. Pasal 36 dari Peraturan tersebut 

menguraikan tahapan kegiatan pengelolaan hutan kota, yang mencakup 

langkah-langkah penting seperti penyusunan rencana pengelolaan, 

pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, serta pemanfaatan dan 

pemantauan evaluasi. Dengan ketentuan-ketentuan ini, diharapkan 

pengelolaan hutan kota dapat dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, 

menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dengan 

pelestarian lingkungan. 
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1. Penyusunan Rencana Pengelolaan  

Penyusunan rencana Pengelolaan, seperti yang diamanatkan dalam 

Pasal 35 ayat (1), menandai tahap awal yang krusial dalam pengelolaan 

hutan kota yang efektif. Proses ini memerlukan pendekatan yang 

terstruktur dan holistik untuk merumuskan strategi yang tepat dalam 

memanfaatkan serta menjaga keberlangsungan sumber daya alam. 

Langkah pertama dalam penyusunan rencana ini adalah pengidentifikasian 

menyeluruh terhadap kondisi lingkungan serta karakteristik unik dari hutan 

kota yang bersangkutan. Melalui pemetaan wilayah dan analisis mendalam 

terhadap kebutuhan serta tantangan yang dihadapi, penyusunan rencana 

dapat mempertimbangkan secara menyeluruh aspek-aspek penting yang 

terkait dengan pengelolaan hutan kota. Selanjutnya, proses ini memerlukan 

pengumpulan data yang akurat dan lengkap dari berbagai sumber untuk 

mendukung pengambilan keputusan yang berbasis fakta. Informasi yang 

terkumpul ini kemudian digunakan untuk merumuskan tujuan, strategi, dan 

kebijakan yang jelas serta dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan 

melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga 

lingkungan, dan masyarakat setempat, proses penyusunan rencana 

Pengelolaan akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap berbagai 

alternatif dan implikasinya. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat dalam 

proses ini menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa aspirasi dan 

kebutuhan mereka tercermin secara akurat dalam rencana yang 
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dihasilkan.
17

  

Proses penyusunan rencana Pengelolaan juga melibatkan analisis 

mendalam terhadap potensi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari 

berbagai kebijakan dan tindakan yang direncanakan. Dengan 

memperhatikan aspek-aspek ini, rencana Pengelolaan dapat dirancang 

untuk meminimalkan risiko negatif dan memaksimalkan manfaat positif 

bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, proses partisipatif yang 

melibatkan masyarakat setempat juga dapat meningkatkan tingkat 

penerimaan dan dukungan terhadap rencana yang diusulkan, yang pada 

akhirnya akan memperkuat implementasi dan keberlanjutan pengelolaan 

hutan kota. Penyusunan rencana Pengelolaan yang berbasis pada 

keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan juga menciptakan 

platform untuk dialog dan kolaborasi yang lebih luas, yang dapat 

menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan holistik dalam mengatasi 

tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan kota.
18

 

Dengan demikian, proses penyusunan rencana Pengelolaan bukan hanya 

sekadar penyusunan dokumen, tetapi juga merupakan kesempatan untuk 

membangun kesepahaman bersama dan komitmen untuk menjaga 

keberlanjutan hutan kota untuk generasi mendatang. 
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 Immaculata, Maria. 2017. Kenyamanan Hutan Kota Linara Berbasis rapatan Vegetasi, 

Iklim Mikro Dan Persepsi Masyarakat di Kota Metro. Jurnal Universitas Lampung Jurusan 

Kehutanan Fakultas Pertanian. 
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 Riyadi, Andri. 2016. Identifikasi Manfaat Ekonomi Hutan Kota Pesanggrahan Sangga 

Buana Bagi Masyarakat Sekitar. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Intitut Pertanian 

Bogor. 
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2. Pemeliharaan  

Kegiatan pemeliharaan dalam konteks pengelolaan hutan kota 

merupakan langkah penting yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan 

keberlanjutan ekosistem hutan tersebut. Pemeliharaan ini mencakup 

berbagai tindakan yang ditujukan untuk merawat serta memperbaiki 

kondisi lingkungan agar hutan kota tetap produktif, beragam, dan 

berfungsi dengan baik. Salah satu kegiatan pemeliharaan yang umum 

dilakukan adalah perawatan tanaman, termasuk penanaman kembali 

pohon-pohon yang mati atau ditebang, serta perawatan rutin terhadap 

tanaman yang ada untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Selain 

itu, pemeliharaan juga mencakup kegiatan pemantauan dan pengendalian 

hama serta penyakit yang dapat mengancam kesehatan hutan kota. 

Pemeliharaan juga mencakup upaya-upaya untuk mengurangi dampak 

negatif aktivitas manusia, seperti pembersihan sampah, pemantauan 

kebakaran, dan penegakan peraturan yang berhubungan dengan 

penggunaan hutan kota.
19

 

Selain perawatan tanaman dan pengendalian hama, kegiatan 

pemeliharaan dalam pengelolaan hutan kota juga mencakup upayaupaya 

restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem bertujuan untuk mengembalikan 

kondisi alami hutan kota yang mungkin terganggu akibat aktivitas manusia 

atau peristiwa alam tertentu. Ini dapat mencakup penanaman kembali 

vegetasi asli yang hilang, restorasi habitat untuk fauna endemik, dan 
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 Agustina EK. 2013. Pengelolaan Hutan Kota di Jakarta (Studi Kasus Hutan Kota 

Srengseng di Jakarta Barat. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota 9(4): h. 439-450. 
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rehabilitasi lahan yang terdegradasi. Selain itu, kegiatan pemeliharaan juga 

melibatkan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

pentingnya menjaga keberlangsungan hutan kota serta peran mereka dalam 

upaya pemeliharaan.
20

 Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam 

kegiatan pemeliharaan, diharapkan kesadaran akan pentingnya konservasi 

lingkungan dapat meningkat, sehingga tercipta dukungan yang lebih luas 

dan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian hutan kota untuk masa 

depan. 

3. Perlindungan dan Pengamanan  

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau 

pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian 

sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan 

penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. Dalam Undang–

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Dalam peraturan ini diamanatkan bahwa salah satu 

upaya pemeliharaan lingkungan hidup yakni pencadangan sumber daya 

alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai 

dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan tersebut dapat 

dilakukan dengan cara membangun ruang terbuka hijau paling sedikit 30% 

dari luasan pulau/kepulauan.
21
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4. Pemanfaatan dan Pemantauan Evaluasi  

Dalam Permendagri Nomor.1 Tahun 2007 pada pasal 12 juga 

menjelaskan bahwa (1) Pemanfaatan RTHKP mencakup kegiatan 

pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau. 

(2) Pemanfaatan RTHKP publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan 

melibatkan para pelaku pembangunan. (3) RTHKP publik tidak dapat 

dialihfungsikan. (4) Pemanfaatan RTHKP publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar 

pemerintah daerah. (5) Pemanfaatan RTHKP privat dikelola oleh 

perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan 

perundangan-undangan. (6) Pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan 

memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi 

bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat. Pemanfaatan ruang 

terbuka hijau seperti hutan kota sangatlah penting, terutama bagi 

lingkungan perkotaan dengan jumlah penduduk yang padat. Hutan kota 

dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sekaligus sebagai 

identitas suatu kota. Berbagai manfaat hutan kota dapat dirasakan baik 

secara aspek ekologi, sosial, dan budaya. Salah satu manfaat sosial yang 

bisa dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah hutan kota dapat 

berfungsi sebagai kawasan rekreasi, sarana pembelajaran untuk anak-anak, 

sebagai tempat untuk mengisi waktu luang, dan dapat mengurangi stress
22

. 
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5. Dasar hukum Pengelolaan hutan kota 

Dasar hukum pengelolaan hutan kota di Indonesia diatur dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: 

a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 19452.  

b. Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 tentang pedoman 

pengelolaan hutan. 

c. Pasal 2, Pasal 14, dan Pasal 15 UUPA. 

d. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Dalam peraturan ini diamanatkan bahwa Ruang terbuka hijau terdiri 

dari ruang terbuka hijau publik 30 % dan ruang terbuka hijau privat 20 

% dari luas wilayah kota. 

e. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan ini diamanatkan 

bahwa salah satu upaya pemeliharaan lingkungan hidup yakni 

pencadangan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka 

panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk 

melaksanakan pencadangan tersebut dapat dilakukan 20 dengan cara 

membangun ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luasan 

pulau/kepulauan. 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 

tentang Hutan Kota. Dalam peraturan ini mengamanatkan presentase 

penyediaan hutan kota di suatu wilayah seluas paling sedikit 10% 

(sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan 



23 

 

 

dengan kondisi setempat.  

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Peraturan menteri 

dalam negeri ini merupakan peraturan yang mengantikan Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang 

Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan. Pengaturan mengenai hutan kota 

terdapat dalam pasal 6, di mana didalamnya dijabarkan bahwa hutan 

kota merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. 

h. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/ 

MenhutII/ 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Dalam 

peraturan ini telah diamanatkan bahwa Persentase luas hutan kota 

paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan dan 

atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Kondisi yang di maksud di 

sini yakni keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas 

tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan 

dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-

gedung, permukiman, lapangan 21 udara, lapangan terbuka hijau, taman 

dan sejenisnya termasuk lingkungannya.  

i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 

Kawasan Perkotaan. Dalam peraturan ini yang diatur didalamnya 

sebagian besar mengenai mengenai ruang lingkup dan tujuan 

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 
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Perkotaan, dimana salah satu tujuannya yakni menjaga ketersediaan 

lahan sebagai kawasan resapan air. 

D.  Penelitian Terdahulu 

NO Penelitian Terdahulu Persamaan Perbedaan 

1 Nila Fitria (2017) dengan 

judul penelitian Peran Dinas 

Kehutanan Provinsi Riau 

Dalam Mengawasi Kawasan 

Konservasi Taman Hutan 

Raya Sultan Syarif Hasyim 

Riau. 

Penelitian ini 

sama dengan 

penelitian penulis 

mengenai 

pengelolaan 

hutan kota.  

Sementara itu 

letak 

perbedaannya 

terdapat pada 

objek penelitian, 

penulis memiliki 

objek penelitian 

tentang 

pengelolaan dan 

pemiliharaan 

hutan kota di 

kabupaten rokan 

hulu  dinas 

lingkungan 

hidup, sedangkan 

peneliti terdahulu 

lebih 

memfokuskan 

kawasan 



25 

 

 

konservasi taman 

hutan. 

2 Elva Febiola (2022) dengan 

judul penelitian Pengelolaan 

Aset Daerah Taman Hutan 

Kota Dan Taman Satwa Oleh 

Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat. 

penelitian ini 

sama dengan 

penelitian penulis 

mengenai 

pengelolaan 

hutan. 

Sementara itu 

letak 

perbedaannya 

terdapat pada 

objek penelitian, 

penulis memiliki 

objek penelitian 

tentang 

pengelolaan dan 

pemiliharaan 

hutan kota di 

kabupaten rokan 

hulu  dinas 

lingkungan 

hidup, sedangkan 

peneliti terdahulu 

lebih 

memfokuskan 

Pengelolaan aset 

daerah  taman 

hutan kota dan  
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taman satwa, 

pendekatan 

penelitian yang 

berbeda serta 

lokasi penelitian 

penulis. 

3 Ahmad Choyri (2020) dengan 

judul penelitian Pelaksanaan 

Pengelolaan Hutan Konservasi 

Oleh Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam 

Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor 2 

Tahun 2007 di Kota Dumai. 

 

penelitian ini 

sama dengan 

penelitian penulis 

mengenai 

pengelolaan 

hutan. Sementara 

itu letak 

perbedaannya 

terdapat pada 

objek penelitian. 

Sementara itu 

letak 

perbedaannya 

terdapat pada 

objek penelitian, 

penulis memiliki 

objek penelitian 

tentang 

pengelolaan dan 

pemiliharaan 

hutan kota di 

kabupaten rokan 

hulu  dinas 

lingkungan 

hidup, sedangkan 

peneliti terdahulu 

memiliki objek 
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penelitian tentang 

pelaksanaa 

pengelolaan 

hutan konservasi 

oleh balai 

konservasi 

sumber daya 

alam di kota 

dumai. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum 

empiris dan sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya 

untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat 

bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan 

penelitian lapangan.
23

 Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah 

tertentu dan pada saat tertentu.
24

 Dalam penelitian ini, analisis data tidak 

keluar dari lingkup informan.
25

  

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang dugunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis hukum merupakan 

pendekatan yang menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang 

terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.
26

 

C.  Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Jl. Keadilan, 

Rambah Tengah Hilir, Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. 

                                                           
23

 Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, 

(Depok: Pranadamedia Group, 2016), h. 150. 
24

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 

8. 
25

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2003), h. 38. 
26

 Muhaimin, “metode penelitian hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 

87. 
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Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat 

penelitian karena berdasarkan observasi atau pengamatan yang saya 

lakukan sebelum mengajukan judul penelitian ini bahwa ada suatu 

permasalahan yang perlu di lakukan penelitian, sehingga saya bertujuan 

untuk melakukan penelitian dilokasi ini mengenai Pengeloaan Dan 

Pemiliharaan Hutan Kota Di Kabupaten Rokan Hulu Oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 

Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota . 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 

2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota dan apa saja Hambatan 

Dalam Pengelolaan Dan Pemeliharaan Hutan Kota Di Kabupaten Rokan 

Hulu Oleh Dinas Lingkungan Hidup. 

E. Informan Penelitian 

 Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka 

data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam 

mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang 

bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik 

terhadap data penelitian. 
27

 

Dalam penelitian ini key informan dan informan yang dipilih 

adalah para pelaku Yang terkait langsung yakni Kepala Pekerja Umum 

                                                           
27

 Berry D, Peservation  of  Open Space and  Concept of  value. American Journal of 

Economics and sociology, 35 (2) h. 133-124 
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dan Penataan Ruang Rohul, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sebagai key 

informan, sedangkan informan adalah para masyarakat. adapun kriteria 

informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui 

permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain: 

1. Berada di daerah yang diteliti 

2. Mengetahui kejadian/permasalahan 

3. Bisa berargumentasi dengan haik 

4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan 

5. Terlibat langsung dengan permasalahan 

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta 

untuk lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam 

penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel III.1 

Informan Penelitian 

 

No Keterangan Informan 

1 

 

Kepala Pekerja Umum dan Penataan 

Ruang Rohul 

 

1 Orang 

2 Kepala Dinas Lingkungan Hidup  1 Orang 

3 Masyarakat DiLingkungan Hutan Kota 6 Orang  

Jumlah 

 
8  Orang 

 Sumber data Penelitian, 2024 
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F. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini bersumber dari 

lapangan dan literatur yang meliputi: 

1. Data Primer 

 Data primer yaitu data yang di peroleh dengan cara turun langsung 

kelapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui  

observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini adalah 

Kepala pekerja Umum dan Penataan Ruang Rohul, Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup dan Informan Masyarakat.28 

2. Data Sekunder 

  Data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data, dengan 

mengumpulkan mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen yang 

berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari bahan 

perpustakaan.
29

 Data sekunder pada penelitian ini adalah beberapa buku, 

jurnal dan dokumen yang beraitan dengan masalah penelitian. 

G. Teknik pengumpulan data 

  Sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini sebagai berikut :  

a. Observasi  

  Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek 

yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang didapat di lapangan kemudian 

digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.  

 

                                                           
28

 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta. PT. Sinar Grafindo, 2014) h. 112. 
29

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 

2020),h.101. 
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b. Wawancara 

  Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yaitu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada reponden secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan penelian. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-

pihak yang terkait didalam penelitian ini. 

c. Kajian Pustaka 

  Digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk 

mendukung data primer. Adapun kajian pustaka dalam penelitian adalah 

kamus besar Bahasa Indonesia. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul 

dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara 

sistematis, bahan hukum yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan 

kemudia ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang 

bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta 

interprestasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.
30

 Metode 

penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, 

yakni manarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum 

terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi. 

                                                           
30

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Press,2020), h. 67. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis 

menyimpulkan : 

1. Pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota di Kabupaten Rokan Hulu 

oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Hutan Kota, yang mencakup kegiatan 

inventarisasi, rehabilitasi, dan pemeliharaan rutin. Namun, efektivitas 

pelaksanaan sering terhambat oleh keterbatasan anggaran dan prosedur 

internal yang rumit. 

2. Hambatan dalam pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota oleh Dinas 

Lingkungan Hidup di Kabupaten Rokan Hulu adalah faktor 

Lingkungan, faktor budaya dan kurangnya sumber daya manusia yang 

terlatih. Selain itu, koordinasi antar instansi dan dengan masyarakat 

juga menjadi tantangan signifikan. 

B. Saran 

Berdasrkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Harusnya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 

2023 berjalan dengan efektif, dan Diperlukan peningkatan alokasi 

anggaran untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan kota, sehingga 
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program-program yang telah di rancang dapat dilaksanakan secara 

optimal. 

2. Harusnya masyarakat meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

tentang pentingnya pelestarian hutan kota melalui edukasi dan 

sosialisasi yang intensif, dan kerjasama antar Dinas Lingkungan Hidup 

dan Instansi terkait, dalam Pengelolaan dan Pemiliharaan Hutan Kota. 
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